SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3
ayat (2) Huruf b dan Pasal 29 Ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tata
cara pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dalam
pelaksanaan pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu perlu diatur secara teknis ketentuan
mengenai tata cara pemungutan Pajak Barang dan
Jasa Tertentu untuk mengoptimalkan pendapatan asli
daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);



Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3970);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286},

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);
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Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6119},

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5468);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas
Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6848);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);




Menetapkan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten
Landak Tahun 2023 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Landak Nomor 106);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten
Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Landak Nomor 107).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.

Bupati adalah Bupati Landak.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPRD yang
melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak dibidang
Pajak dan Retribusi adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Landak.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan
dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Landak.
Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan,
penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah
Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang
dan/atau jasa tertentu.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual
dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang
disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun
tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau
Minuman dengan dipungut bayaran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu
pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam
peralatan listrik.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang selanjutnya
disebut PBJT atas Tenaga Listrik adalah Pajak yang dibayarkan oleh
Konsumen akhir atas konsumsi Tenaga Listrik.
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Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi
dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau
fasilitas lainnya.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir
di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu wusaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas
rel.

Penitipan kendaraan bermotor adalah jasa yang menyediakan tempat
parkir kendaraan bermotor untuk jangka waktu berupa harian, mingguan
atau bulanan.

Halaman Parkir atau Taman Parkir adalah ruang terbuka yang
dikhususkan untuk kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang
tidak bersifat sementara dan dapat juga disediakan untuk menunjang
kegiatan pada Gedung utama.

Gedung Parkir adalah bangunan yang khusus dibangun untuk tempat
parkir, baik itu berdiri sendiri maupun melekat dan sebagai penunjang
bangunan utama.

Penyelenggara Parkir adalah setiap orang atau badan hukum yang
menyelenggarakan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai usaha
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, baik untuk
dan atas namanya sendiri ataupun untuk dan atas nama pihak lain yang
menjadi tanggung jawabnya.

Fasilitas parkir diluar badan jalan (off street parking) adalah fasilitas
parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau
penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau Gedung
parkir.

Fasilitas parkir sebagai fasilitas penunjang adalah tempat yang berupa
gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk menunjang
kegiatan pada bangunan utama.

Satuan Ruang Parkir (SRP} adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan
kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk
ruang bebas dan lebar buka pintu. Untuk hal-hal tertentu bila tanpa
penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,
ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
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Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Badan usaha adalah suatu bentuk badan yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau
Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap
serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam
suatu jangka waktu tertentu.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain
yang ditetapkan oleg Bupati.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang oleh WP dugunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumilah yang
masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, vyang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
daripada pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Landak.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun
laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode
Tahun Pajak tersebut.

Pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur
tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto
sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk
penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang
bersifat final.

Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli

yang ditunjuk oleh Bupati diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan
di bidang Pajak Daerah.

BAB 11
JENIS, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PBJT

Pasal 2

PBJT adalah Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri
oleh Wajib Pajak.



(3)

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat
pemberitahuan pajak daerah.

Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan
oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang
dan jasa tertentu yang meliputi :

o a0 op

(1)

Makanan dan/atau Minuman,;

Tenaga Listrik;

Jasa Perhotelan;

Jasa Parkir; dan

Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 4

Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi Makanan
dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan
dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan
dan minum;

b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi,
pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda
dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan
dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

a. pelayanan yang disediakan dengan peredaran usaha yang nilai
penjualannya tidak melebihi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per
hari;

b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata
menjual Makanan dan/atau Minuman;

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya
menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat {lounge} pada bandar
udara.
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Pasal 5

PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
merupakan konsumsi Tenaga Listrik.

Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

Dikecualikan dari Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), meliputi:

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah dan penyelenggara negara lainnya;

b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan,
konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti
asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas
tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

e. konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan
pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

Pasal 6

Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling sedikit sebesar 10%
(sepuluh persen) wajib dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan
umum.

Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur
penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga
Listrik untuk Penerangan jalan umum.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas
pemenuhan pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah
menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja
yvang didanai dari hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik.

(1)

Pasal 8

Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ meliputi
jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan
ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti;

a. hotel;

b. hostel;




(2)

(3)

vila;
. pondok wisata;

motel;

losmen;

wisma parawisata,
. pesanggrahan,;

rumah penginapan/ guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage;
j- tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
k. glamping.

PR SO Ao

Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) meliputi:

a.jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah;

b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti
asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan

e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal O

Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
b. pelayanan memarkirkan kendaraan.

Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a adalah Penyelenggaraan layanan parkir diluar
badan jalan yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha oleh Badan atau perseorangan,
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pelayanan memakirkan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir yang dilakukan oleh
petugas parkir ditempat tertentu yang sudah disediakan oleh Badan atau
perseorangan, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa
parkir.,

Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya
digunakan untuk karyawannya sendiri;

c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;

d. pada showroom kendaraan bermotor;

e. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah, lembaga
pendidikan, kegiatan sosial; dan



(1)

(1)
(2)

(1)

f. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi
warga kompleks pemukiman bersangkutan.

Pasal 10

Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

e meliputi:

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang
dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana,;

. kontes kecantikan;

. kontes binaraga;

pameran;

pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

. permainan ketangkasan;
olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau
peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

= SR N R A e B o

j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana

budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata,
dan kebun binatang;

k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

1. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-

mata untuk :

a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;

b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
dan/atau

c. penyelenggara jasa kesenian dan hiburan yang bertujuan untuk amal.

Pasal 11
Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

BAB Il
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 12

Masa Pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang
untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib
Pajak.



(2)

(1)

(2)

(3}

Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan
kalender.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk
jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar Wajib Pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBJT yang terutang.

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk
PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik;

c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas
Jasa Perhotelan;

d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir
untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

€. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Saat terutang PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pada
saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan
syarat objektif PBJT dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa
Pajak.

BAB IV
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 13

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang di pungut berdasarkan penghitungan

sendiri oleh Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek

Pgjaknya pada BPRD menggunakan Formulir Pendaftaran), dengan

melampirkan:

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia
(WNI) atau Pasport bagi Warga Negara Asing (WNA);

b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada);

¢. akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;

d. Surat Kuasa bagi Wajib Pajak yang diwakili oleh Kuasanya;

e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk KTP yang dikuasakan bagi Wajib Pajak
yang diwakili oleh kuasanya.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak di
berikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pejabat
yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis
penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan
pendaftaran objek Pajak.




(4)

(5)

(6)

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi
dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan dihubungkan
dengan nomor induk berusaha.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk
Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah.

Dalam hal orang pribadi atau Badan yang telah memenuhi syarat sebagai
Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara
jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau
dimiliki oleh Daerah.

Pasal 14

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan
objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek
Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk
keperluan administrasi perpajakan daerah.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 15

Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan
NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang
dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi,
NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan dalam jangka waktu
3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan
Wajib Pajak dianggap disetujui.

Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD,

dan/atau jenis permohonan lain yang dipersamakan secara jabatan atau

atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan Upaya hukum berupa keberatan, banding,
gugatan, atau peninjauan Kembali.




(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(5)

BAB V
PENGHITUNGAN DAN PENGENAAN

Pasal 16

Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus diisi dengan jelas,
benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

Pasal 17

Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh

konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan /atau
Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas
Jasa Perhotelan;

d.jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyedia
atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan
memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir, termasuk
potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada
penerima jasa parkir; dan

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian
dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai
rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar
nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan
jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian
penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk
PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif
parkir sebelum dikenakan potongan.

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah
tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa
tertentu dilakukan.




(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

3)

Pasal 18

Dalam hal pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1)
huruf d, setiap Wajib Pajak wajib menghitung sendiri jumlah pajak yang
terutang dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Dalam hal jumlah pembayaran atau yang harusnya dibayar yang
dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak wajar,
maka dasar perhitungan nilai pajak yang harus dibayar dapat

menggunakan Standar Minimal Nilai Sewa Satuan Ruang Parkir.

Standar Minimal Nilai Sewa Satuan Ruang Parkir sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mengacu kepada tarif tempat khusus parkir sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Apabila Wajib Pajak tidak menarik pembayaran parkir sebagaimana
dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf d, dari pengguna jasa parkir, maka
Pajak Parkir yang terhutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.

Pasal 19

Terhadap penyelenggaraan tempat parkir tanpa dipungut bayaran (parkir
cuma-cuma}, maka dasar pengenaan pajak parkir akan ditetapkan
dengan keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah dilakukan
perhitungan dan penelitian terlebih dahulu oleh Badan Pajak dan
Retribusi Daerah.

Terhadap penyelenggaraan tempat parkir tanpa dipungut bayaran (parkir
cuma-cuma), maka perhitungan nilai omsetnya yaitu dilaksanakan
dengan cara taksasi dengan mengkalkulasikan faktor-faktor Daya
tampung lahan parkir, Waktu penyelenggaraan, Lama penggantian (turn
over) dan tarif parkir perjenis kendaraan.

Kalkulasi dari faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilihat pada contoh berikut :

Perhitungan rata-rata omset parkir perhari

Daya Jumlah Tarif Omset
Jenis [Tampung| Turn Waktu Kendaraan Parkir Rata-Rata
kendaraan | Lahan Over Perhari Perhari
(Rp) (Rp)
Mobil 10 buah | 1 Jam {12 Jam 120 4,000 480.000
Motor |50 buah |30 Menit {12 Jam 1.200 2.000| 2.400.000
Jumlah Omset Rata-rata perhari 2.880.060
Ket : Jumlah berdasarkan perhari - Daya Tampung Lahan

(waktu/Turn Over).



(9)

(2)

(3)

(4)

Perhitungan Pajak Parkir

- Jumlah Omset Rata-Rata Perhari Rp. 2.880.000,00
- Jumlah Hari Pelayanan (hari) 20 x
- Jumlah Omset Perbulan (OB) Rp. 57.600.000,00

- Pajak Parkir (10%) x OB Rp. 5.760.000,00

Penentuan Satuan Ruang Parkir

No. Jenis Kendaraan SRP dalam M?
1 a. Mobil Penumpang Gol.l 2,30 x 5,00
b. Mobil Penumpang Gol.II 2,50 x 5,00
c. Mobil Penumpang Gol.lll 3,00 x 5,00

2 Bus / Truk 3,40x 12,50
3 Sepeda Motor 0,75x 2,00

Hasil taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan
penetapan dasar pengenaan Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada
Pasal 18 ayat (1).

Pasal 20

Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf b ditetapkan untuk:

a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang
berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian
kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk
pascabayar; dan

b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang

dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung

berdasarkan:

a. kapasitas tersedia;

b. tingkat penggunaan listrik;

c¢. jangka waktu pemakaian listrik; dan

d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang
bersangkutan.

Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga
Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat {2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak
melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik
untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.




(1)
(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

Pasal 21
Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab
malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).

Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan
minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar
1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 22

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
dengan tarif PBJT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan,
penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 23

Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD dan dicatat
dalam Kartu Data oleh petugas pada BPRD.

Berdasarkan Kartu Data dan Hasil Pemeriksaan atau keterangan lain,
Petugas pada BPRD membuat Nota Perhitungan dengan cara menghitung
jumlah Pajak terutang dan jumlah kredit Pajak yang diperhitungkan
dalam Kartu Data.

BAB VI

PELAPORAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN

(1)

(2)

(3)

PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 24

Wajib Pajak harus melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD kepada
Kepala Badan.

SPTPD wajib diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya
dengan jelas, lengkap dan benar.

SPTPD harus diisi dengan jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
adalah pengisian SPTPD dilakukan dengan tulisan yang jelas agar tidak
menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan Daerah maupun Wajib
Pajak sendiri.




(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

SPTPD harus diisi dengan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pengisian SPTPD dengan menyertakan lampiran dan bukti
pendukung yang paling sedikit berupa peredaran usaha/omset.

SPTPD harus diisi dengan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
adalah pengisian data pada SPTPD harus sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat
identitas Wajib Pajak, Objek Pajak, peredaran usaha, jumlah Pajak
terutang dan masa Pajak.

Pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan
pembukuan atau pencatatan harus dilengkapi dengan laporan keuangan
atau bukti pendukung lainnya.

SPTPD PBJT, harus disampaikan kepada Kepala BPRD paling lama 15
(lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

SPTPD dapat disampaikan melalui mekanisme online SPTPD.
Pasal 25

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD
sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) dapat dikenakan sanksi
administratif berupa denda.

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan STPD sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) untuk setiap
SPTPD.

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force
majeure).

Pasal 26

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang
telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang
belum dilakukan Pemeriksaan.

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan sebelum kedaluwarsa penetapan.

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD disampaikan dengan
SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi
admninistratif berupa bunga.



(5)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(2)

3)

Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 27

Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang
dengan menggunakan SSPD.

Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan
BPRD.

Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan BPRD,
hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1
{satu) hari kerja.

Pembayaran dan penyetoran Pajak dilakukan melaui sistem pembayaran
berbasis elektronik.

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia,
pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran
tunai.

Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek,
atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah
dibukukan pada Bendahara Penerima pada BPRD.

Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya diterbitkan SSPD
sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.

Bentuk dan isi SSPD yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk sebagai
tempat pembayaran Pajak adalah dipersamakan dengan SSPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 28

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pembayaran PBJT dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
setelah berakhirnya masa pajak.
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Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada
waktunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Wajib Pajak dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari
Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan
menggunakan STPD.

Pasal 29

Pemerintah melakukan pembayaran PBJT atas Tenaga Listrik untuk
Tenaga Listrik yang dikonsumsi oleh Wajib Pajak tertentu.

Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Wajib Pajak yang telah menandatangani perjanjian dengan Pemerintah di
bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang
kegiatan usaha lain, yang Pajak terutangnya dibebaskan dan ditanggung
oleh Pemerintah.

Pembayaran PBJT atas Tenaga Listrik oleh Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berasal dari jumlah tertentu yang merupakan
bagian penerimaan negara atas setiap Kegiatan usaha yang dilakukan
oleh Wajib Pajak.

Pembayaran PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)} dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangan negara.

Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 30

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala
BPRD untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang harus
dibayar yang selanjutnya disebut utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak
mengalami Kkesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar
kekuasaannya (kahar) sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu
memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

diajukan secara tertulis paling lama 9 (Sembilan) hari kerja sebelum jatuh

tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung

permohonan, serat:

a.jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur, masa
angsuran, dan besarnya angsuran; atau

b.jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka
waktu penundaan.
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Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampaui
dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan diluar kekuasaan (kahar)
Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang Pajak
tepat pada waktunya.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti untuk
dijadikan bahan dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran dan/atau Surat
Persetujuan Penundaan Pembayaran.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui atau menolak permohonan
angsuran dan/atau penundaan pembayaran Pajak.

BAB VII
PEMERIKSAAN

Pasal 31

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pajak.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan
pembayaran Pajak;

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukan bahwa
Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan
analisis risiko.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi:

a. penerbitan NPWPD secara jabatan,;

b. penghapusan NPWPD;

c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
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Pasal 32

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada
pemeriksa;
b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang
alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan
atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara
jabatan.

BAB VHI
PENETAPAN

Pasal 33

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak,
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB,
SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

SKPDKB diterbitkan oleh BPRD dalam hal:

a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;

b. jika SPTPD tidak disampaikan sesuai waktu yang ditentukan; dan

c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, dan Pajak yang terutang
dihitung secara jabatan.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi oleh Petugas yang
melaksanakan kegiatan penetapan Pajak Daerah berdasarkan Hasil
Pemeriksaan Pajak Daerah.

Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Petugas
Pemeriksaan Pajak dan Wajib Pajak.
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Penyampaian SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada wajib
pajak dilakukan oleh BPRD dengan tanda terima yang ditandatangani
oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam pada ayat (2} huruf a dan huruf b dikenakan sanksi
administratif berupa bunga 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan
dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat
terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak,
atau Tahun Pajak samapai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk
jangka waktu paling lama 24 {(dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
dalam pada ayat (2) huruf ¢ dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2,2 % (dua koma dua persen) per bulan dihitung dari Pajak yang
kurang atau terlambat dibayar, dihitung saat terutangnya Pajak atau
berkahirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai
dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari
pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak.

Pasal 34
SKPDKBT diterbitkan oleh BPRD.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal
ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Petugas yang
melaksanakan kegiatan penetapan pajak daerah berdasarkan Berita
Acara Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
wajib pajak oleh BPRD dengan disertai bukti tanda terima.

Jumlah yang kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan

-~ Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

Pasal 35

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPRD dapat menerbitkan SKPDLB
apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yvang dibayar lebih besar
dari jumlah pajak terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang
tidak seharusnya terutang.
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SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi oleh Petugas yang
melaksanakan kegiatan penetapan pajak daerah berdasarkan Berita
Acara Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah.

SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib
Pajak dilakukan oleh BPRD dengan bukti tanda terima.

Pasal 36
SKPDN diterbitkan oleh BPRD.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal
jumlah pajak terutang hasil pemeriksaan sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Petugas yang
melaksanakan kegiatan penetapan pajak daerah berdasarkan Berita
Acara Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada wajib
pajak dilakukan oleh BPRD dengan tanda terima.

Pasal 37

SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilunasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 38

Kegiatan Penetapan secara jabatan terdiri dari:

a.

(1)

membuat Nota Perhitungan Pajak atas dasar Kartu Data dari hasil
pemeriksaan dan/atau keterangan lain, karena SPTPD tidak disampaikan
dan telah disampaikan Surat Teguran untuk memasukan SPTPD.
menerbitkan SKPDKB dan membuat Daftar SKPDKB atas dasar Nota
Perhitungan Pajak Daerah.

menerbitkan SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
yang terutang.

apabila SKPDKB/SKPDKBT yang diterbitkan tidak atau kurang bayar dan
dikenakan sanksi administratif berupa bunga dengan menerbitkan STPD.

BAB IX
PENAGIHAN

Pasal 39

Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
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Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan
imbauan.

Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat
dilakukan Penagihan Pajak.

Pasal 40

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak,
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis
Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak
dalam hal:

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya
oleh Wajib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran; atau

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan
pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen)
per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 {satu) bulan.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
¢, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6 % (nol koma
enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang di bayar
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 41

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (3) Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk
melaksanakan Penagihan.
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Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
b. menerbitkan:

Surat Teguran,

surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
Surat Paksa;

surat perintah melaksanakan penyitaan;

surat perintah penyanderaan;

surat pencabutan sita;

pengumuman lelang;

surat penentuan harga limit;

. pembatalan lelang; dan

10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
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Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) diawali
dengan penerbitan Surat Teguran.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan
batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui
dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung
Pajak diterbitkan Surat Paksa.

Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur
atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau
ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan
Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau
disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah
melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat
Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat {6), diterbitkan
surat perintah melaksanakan penyitaarn.

Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi
setelah  dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah
melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) berwenang melaksanakan
penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang
disita.




(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu
14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

(10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan
paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas} hari terhitung
sejak dilakukan penyitaan.

(11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya
Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum
dibayar.

Pasal 43

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan

surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
atau berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang
dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan
usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan
usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau
melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau
terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 44

(1) Rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak
yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki
Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan
pencegahan dan/ atau penyanderaan.

(2} Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak
mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan
Penagihan Pajak.

(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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BAB X
KEDALUARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu
Kedaluarsa Penagihan

Pasal 45

Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah.

Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, STPD; atau

b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan
dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat
Paksa, STPD.

Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan Kkesadarannya
menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permchonan keberatan oleh
Wajib Pajak.

Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan
dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang

Pasal 46

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.



Pasal 47

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46, yang berkaitan dengan Wajib Pajak orang pribadi dapat
disebabkan:

a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau

(2)

(1)

€.

f.

meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidk
mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan,;

.Wajib Pajak dan/atau Penanggung pajak tidak mempunyai harta

kekayaan lagi;

. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan

keputusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi
untuk melunasi utang pajaknya.

. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi

karena:

1. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak pindah Alamat dan tidak
mungkin diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari
Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui kepala Desa/ Lurah;

2. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia
untuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala
Lingkungan/Dusun mengetahui Kepala Desa/Lurah.

Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian

Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak; atau

Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46, vang berkaitan dengan Wajib Pajak badan, dapat
disebabkan:

a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi,

komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang
dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator
tidak dapat ditemukan;

.Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta

kekayaan lagi;

. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian

Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator,
pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau institusi pemerintah
setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada
papan pengumuman atau media massa; atau

d. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 48

Untuk penghapusan piutang pajak, BPRD melakukan penelitian baik
yang bersifat admnistratif maupun lapangan.

Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dalam keputusan Bupati.
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Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan mempertimbangkan :

a. Pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)
sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1}; dan

b. Hasil koordinasi dengan aparat pengawasa internal daerah.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan
dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya memuat :

a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

b. jumlah piutang pajak; dan

¢. masa pajak.

Kepala Bidang Pengawasan dan Penagihan pada Badan Pajak dan
Retribusi Daerah menyampaikan daftar usulan Penghapusan Piutang
Pajak kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

jumlah Piutang Pajak yang akan dihapuskan;
Tindakan Penagihan yang pernah dilakukan; dan
alasan dihapuskan.

a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;

b. alamat Wajib Pajak dan/atau penangung Pajak;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

d. jenis Pajak;

e. tahun Pajak;

f.

g.

h.

Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2} ditetapkan

oleh:

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah); dan

b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Kepala BPRD setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan Piutang
Pajak segera membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap
Wajib Pajak yang ada dalam daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak.

Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Keputusan Bupati.

Dalam hal tertentu Kepala BPRD dapat memerintahkan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Pajak Daerah dan Jurusita Pajak untuk mendampingi Tim.
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Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa Surat Perintah yang
diterbitkan BPRD.

BAB XI
PEMBUKUAN

Pasal 50

SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD dicatat dalam
buku menurut jenis Pajak sesuai dengan NPWPD.

Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara
berurutan.

Pasal 51

Besarnya penetapan dan penerimaan Pajak dihimpun dalam Buku Jenis
Pajak.

Atas dasar Buku Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis Pajak.

Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan
tunggakan per jenis Pajak sesuai masa Pajak.

Pasal 52

Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara

elektronik dan/atau non elektronik, dengan ketentuan :

a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha
paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

b.bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha
kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan.

Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan
memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan
usaha yang sebenarnya. ‘

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan pembukuan.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b paling sedikit
memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti
pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak
yang terutang.




(1)

(2)

(4}

(2)

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan
yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima)
tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak
orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB XII
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN PENETAPAN

Pasal 53

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada BPRD untuk
mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.

b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan memberikan alasan yang mendukung permchonannya.

c. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang; dan

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat
permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 54

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk
mendapatkan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat {1}, dalam hal :

a. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

b. mengurangkan atau membatalkan STPD;

c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dan

d. mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
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Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) pengurangan atau pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

c. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut
penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung
permohonannya,

d. dlam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak,
surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 55

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 hanya dapat
diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu
keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap
dikabulkan, Bupati atau Pejabat ynag ditunjuk harus menerbitkan
keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB.

Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu
penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel
pos tercatat.

Pasal 56

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dapat berupa
mengabulkan Sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib
Pajak.

Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati mengenai
alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan Sebagian
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keterangan secara tertulis
atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 57

Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling -
lama 1 (satu) bulan.

Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan dengan

ketentuan:

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan
yang mendukung permohonannya,

b. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

c. melampirkan asli bukti pembayaran pajak;

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus
dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;

e. melampirkan perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan

f. mencantumkan alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak
yang seharusnya tidak terutang.

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak,
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib melakukan penelitian atau
pemeriksaan.

Dalam hal hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan adanya
kelebihan pembayaran Pajak, maka diterbitkan Surat Keputusan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak ainnya.

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 {dua} bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.
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Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat
2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan
bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XIV
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan Pajak

Pasal 58

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN,
atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang
atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan
penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau
tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan kahar.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru hara;
d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak
terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah
yang telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3}, dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat
keberatan.

Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau
melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang
diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi
tanda bukti penerimaan surat keberatan.
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Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan
atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan.

Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai
Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

Pasal 59

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (1).

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
jangka waktu paling lama 12 (dua belas} bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7).

Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat

berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima Sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian Sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut
Wajib Pajak;

¢. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama
dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang
diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak
terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang
terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan
oleh Wajib Pajak.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan
yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 60

Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan Sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung
dari Pajak yang lebih bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu}
bulan.
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Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan Sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan
dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 61

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima
dengan dilampiri Salinan Surat Keputusan Keberatan.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang
jelas.

Permochonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan
sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 62

Dalam hal permohonan banding dikabulkan Sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen} per bulan dihitung dari
Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Imbalan bunga senagaimana dimaksud pada ayat {1} dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan Sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam
puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi
dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
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BAB XV
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 63

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak
dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berlaku juga terhadap
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan Daerah.

Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) adalah:
a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli
dalam sidang pengadilan; dan
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga mnegara atau
instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam
bidang keuangan Daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada
pihak yang ditunjuk.

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana
atau perdata, atau permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana
dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan
memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada
padanya.

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5 harus
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.




BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 64

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

{(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lebih lengkap dan jelas;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerag dan Retribusi;
memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang din atur dalam Undang-Undang
mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KEUMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 65

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat
memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten Landak.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan,
keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak,
dan/atau sanksinya.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas
permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati
berdasarkan pertimbangan:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam,
kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena
adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau
pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra
mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapal
program prioritas Daerah; dan/atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program
prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam
pengelolaan keuangan daerah.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan
faktor:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2
(dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap
perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang
bersangkutan; dan/atau

d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.




(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan
ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, dilakukan
sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan
perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang
tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian
proyek strategis nasional.

Pasal 66

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1
ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 67

Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
65 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak
untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Pemeriksan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif
fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (3} dan ayat (5).

Pasal 68

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok
dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak.

Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib
Pajak.

Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang
ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai
dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam,
kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.




(3)

(4}

(6)

(7)

(8)

9

Pasal 69

Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan kepada Wajib Pajak,

berupa:

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak;
dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang.

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a diberikan kepada Wajib
Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib
Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati
secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang
ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam
hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar
kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi
kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati
berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan
Bupati.

Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan
kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun
terakhir.

Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau
lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran
atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permchonan Wajib Pajak.

Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat {7) huruf a dan huruf b paling lama
diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok
Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen)
per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.



- {10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

¢. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

: BAB XVIII
DOKUMEN PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

Pasal 70

(1) Dokumen Pemungutan Pajak Hotel antara lain :
. formulir pendaftaran;
. nomor pokok wajib pajak daerah (NPWFD);
surat pemberitahuan terutang pajak daerah (SPTPD);
. surat ketetapan pajak daerah (SKPDJ;
surat tagihan pajak daerah (STPD);
surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB);
surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT};
. surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB);
surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN};
surat setoran pajak daerah (SSPD);,
k. surat teguran;
1. surat panggilan dalam rangka pemeriksaan;
m.berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
n. surat paksa,

o

e o

e gR 0

(4)

0. surat pemberitahuan penolakan angsuran atau penundaan

pembayaran;

p. keputusan atas permohonan penundaan pembayaran atau

permohonan angsuran;
g. keputusan atas permohonan pengurangan atau pembebasan pajak;
r. surat permohonan penundaan pembayaran, angsuran.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 2¢ Dejember 2023

Pj. BUPATI LANDAK,
TTD
SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 29 puember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,
TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR &3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

“OO—f-

DARIANUARTI, BH.
NIP.19661128 1994\1 D22001




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

A. FORMULIR PENDAFTARAN

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Alamat : JL Pemuda No. 15 (78357), Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363

website : bprd.l.lndakklb.‘o.id // e-mail : bnl‘d;ﬂ.]lllﬂ.lkklb-‘u-id

Kepada
Yth Bupati Landak
cq Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak
di -

Ngabang

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH
BIDANG USAHA : HOTEL/LOSMEN /RUMAH KOS/PENGINAPAN

Tahun :
No. Formulir 2 * diisi petugas
[ Jpribadi [ ]madan
NPWFD 3 * diisi petugas
1. DATA WAJIB PAJAK
Tanggal Pendataan 3 / / . * diisi petugas
Identitas Pemilik
Nama Usaha :
Alamat :
Kecamatan : Telepon
Kelurahan : Fax Usaha
Email Usaha :

PT. Ccv. Yayasan Koperasi
Firma PN PD Lainnya

Nomor Identitas :

Nama Pemilik :

Alamat Pemilik :

Jabatan Pemilik :

Email Pemilik :

Telepon Pemilik :

1L IDENTITAS WAJIB PAJAK

Kewarganegaraan : DWNI DWNA
TandaBukti: | kTP [Jsm [ Jeaspor

No. Tanda Bukti : Tgl. Tanda Bukdi : / /

Halaman 1




PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Alamat : JL Pemuda No. 15 (78357), Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363

website : bprd.landakklb.ﬁid // e-mail : bnﬁwhndnhub.‘old

IIl. DETAIL USAHA
Nama Usaha :

Alamat :

No Telp Usaha :

TMT Operasional : Email

NOPPBB :

Kecamatan : Desa

Namaljin : 1,

No. Tgl. lzin: / /
2,
No. Tgl. Izin: / /
Jenis Kamar
1. Suite : a. Rate High Season b. Rate Low Season
2. Deluxe : a. Rate High Season b. Rate Low Season
3. Standar : a. Rate High Season b. Rate Low Season
4. Lain-Lain : a. Rate High Season b. Rate Low Season
5. Ruang Pertemuan : Rate
IV.  FASILITAS PENDUKUNG
Restoran : Laundry :
Hiburan : Parkir .
jumlah Pegawai ;
Alat (Mesin)Pembayaran : E Manual / Bill B Komputer / Cash Register I:I:.ainnya
Rata-rata Pendapatan Rp : / bulan
i / /2021
PETUGAS PENDATA PEMILIK/PENGELOLA
NIP.
Mengetahui,

an. KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK
KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN

Halaman 2




B. FORMAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
.18l BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15, Tip. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsAps : 08115701396 Laman : bprd.landakkab.go.id Pos-El : bprd.landakkab.go.id

KARTU NPWPD
Nomor Registrasi :......ccouuee
Nama Badan Usaha T,
Alamat S e s s
Nama Badan Pemilik e
Alamat S smamernm e et
NPWPD N (S 1 | | | | | Y I Y {

a.n. BUPATI LANDAK
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Landak,
IR, 1incsmrectnsasnsoisnssnnns
......................... Pada halaman belakang ..............cc.ceeouniine
PERHATIAN
1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkan
ke oo
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila saudara akan melakukan transaksi
Perpajakan Daerah.

3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke .................




C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK | No. SPTPD

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | Masa Pajak
JL. Pemuda No.15, Ngabang, Kabupaten | tahun pajak
Landak, Kalimantan Barat 78357

Kode Bayar
Telp (0563) 21363 pde By
SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK PBJT

Nama WP 5 nssnvessenssnnme e R SRR Kepada Yth :
ID OP < KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Nama OP ¥ eemesrsreasessseensasasesssarssanas DAERAH KABUPATEN LANDAK
Alemaf OP 3 % dicisasdscesessecsusinsdonaiissisis
PERHATIAN :

1. Batas waktu pelaporan SPTPD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak

berakhir.

2. Batas waktu pembayaran pajak selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah masa
pajak berakhir dengan menggunakan kode bayar tersebut di atas.

3. Keterlambatan atas pelaporan SPTPD sebagaimana tersebut diatas akan dilakukan
Penetapan secara Jabatan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku.

A. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL

1. Hotel yang diusahakan D 1. Hotel
2. Losmen
3. Rumah Kos

4. Penginapan

B. DIISI OLEH PENGUSAHA PBJT SELF ASSESMENT

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya
(akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu]
a. Masa Pajak
b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) :
c¢. Tarif Pajak (Sesuai Perda)
d. Pajak Terhutang (bxc)
2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan foto
copy dokumen) :
a. Masa Pajak :
b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran vang diterima) :
c. Tarif Pajak (Sesuai Perda)
d. Pajak Terhutang (bxc)

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan perudang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa
menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-
lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Ngabang,

Wajib Pajak

Diterima oleh BPRD KABUPATEN LANDAK Tgl.



D. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK | No. SKPD
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

J1. Pemuda No.15, Ngabang, Kabupaten Masa Dajale
Landak, Kalimantan Barat 78357 Tahun Pajak
Telp (0563) 21363 Kode Bayar
SKPD
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)
PBJT
Nama WP | ccisiiicsssammsrasssmmene
B -
Nama OP e
AlamBt OP |  ccssaisisiisusmesmsesmmerassaons
No No Rekening Jenis Pajak Jumlah
1. Pajak PBJT L o A
Dasar Pengenaan x ...% R ssomnsssisanisse
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK R cassssesammmaszanas
DENDA L o
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA P cossusssoenserns

PERHATIAN:

1. Batas waktu pembayaran pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah masa
pajak berakhir dengan menggunakan kode bayar tersebut diatas.)

2. Penyetoran menggunakan formulir SSPD.

Ngabang..........ccccoiiiiiniinnnnn,
Diterima tanggal : Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah,
Oleh :
(Nama Terang) NIP. o
Tanda Tangan:




E. FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

STPD
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH) ;
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH ASA PAJAK = voveieeorinnns Nomor Kohir
Jalan Pemuda No.15, Tip. (0563) 21396, Fax. (0563) 21383 i 4 (N e CICE 0000
WhatsAps : 08115701296 Laman : bprd landakkab.go.id

NPWFPD 1Il[l[lli[l[lll[l[i[lf]t]

I. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemeriksaan dan
keterangan lain atas p-elaksanaan kewaj:ban
Kode Rekening
Nama Rekening : sk P R
II. Dari pemeriksaan atau k&terarlgan Iam ter&ehut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus
dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang kurang bayar Rp.coiiiiinns
2. Sanksi Administrasi
Bunga |Pasal 10 Ayat 3) | P T P

3. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2a )

PERHATIAN
1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima (BP] atau Kas Daerah {Bank Kalbar

Cabang Ngabang) dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP).
2. Apabila STPD Jabatan ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari
sejak STPD Jabatan diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2 (dua)

persen dari Pokok Pajak.

----------------- R T L e
KERRIR. .o uumimiaincosis sozis R P‘enetapan

NIP. c.vcoovrereressseeesennseesessisseesessaes

Nomor Kohir
0 1 T
TANDA TERIMA
NPWPD A IERXIEE £ N XNLTL ]




F. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB

SKPDKE |
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK URAT KET AN PAJAK DAERAH .
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH & EKETHiEG BAY AR} = Nomor Kohir
Jalan Pemuda No.15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 SA PAJAK (N NN ]
WhatfAps : 08115701396 Laman ; bprd landakkab.go.id AHUN $ - 5

ALAMAT :

NPWPD RN TSR RINS

Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemeriksaan dan
keterangan lain atas peiaksanaan kewajiban :
Kode Rekening
Mama Rekening : e
Dari pemeriksaan atau kctcrangan Iam lf:raebut dlatas penghitungan jumlah yang masih harus dibayar
adalah sebagai berikut :
1. Dasar Pengenaan B csvvmsisi v
2. Pajak yang terhutang o P e
3. Kredit Pajak :
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya - SRS SR -
b. Setoran yang sudah dilaksanakan 34 TN
c. Lain-lain B, ccorsssmiasanssass e
d. Jumlah yangdapat di kreditkan (a+ b+ ¢) ] CRP. e

4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d) T
5. Sanksi Administrasi :

a. Bunga (Pasal 9 Ayat 1 | BB chariii e

b. Kenaikan (Pasal 9 Ayat 5) B i i v ramanes

1T
¢. Jumlah Sanksi Administrasi(a+b) ==
6. Jumlah yang masih harus dibayar [ 4 + 5¢ ) DGk eiamenanloner

Dengan huraf :{............ i e vewenemaran e )

PERHATIAN

l. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima (BPF) atau Kas Daerah (Bank Kalbar
Cabang Ngabang] dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP)

2. Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak
SKPDKB ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2 (dua) persen dari
Pokok Pajak.

a.n. .. . 7
KEPRIa  vsonecimissscisrivissiininininssi Penetapan
a— |
1= NIP. iviiiannnicnccnrensss T
Nomor Kohir
(0 T T
TANDA TERIMA
NPWPD sSLIEWAE RN LY N
ALAMAT i R R e b .
MYHG DMYAR - e




G. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

SKPDKBT

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK N -
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SUTQEQEESEQAAR?TSE At:_l"ﬂfHRfH Nomor Kohir
Pemuda No.15, Tip. (0663) 21396, Fax. (0563) 21
WhatsAps : 08115701396 Laman : bprd landakkab.go id MESSNPMﬁK SRR
NAMA BADAN USAHA Y e s R A YRR
NPWPD :III |IJIJ[ il IIJl | ) O |

I. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemeriksaan dan
keterangan lain atas pe!&ksanm kewajiban :
Kode Rekening e e e e et o

Nama Rekening i S

Ii. Dari pemeriksaan atau kcterangan lﬂm terscbut d:atas, penghitungan jumlah yang masih harus
dibayar adalah sebagai berikut :

smesan

1. Dasar Pengenaan BP sz
2. Pajak yang terhutang 2+ SRR
3. Kredit Pajak :

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya 5 VR

b. Setoran yang sudah dilaksanakan i O e

¢. Lain-lain | 54

d. Jumlah yang dapat di kreditkan (a+ b+ ¢ RP. vvvevieeiiine
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - Rp. .

3d)
5. Sanksi Administrasi : BB o i

a. Bunga (Pasal 9 Ayat 1) B it

b. Kenaikan (Pasal 9 Ayat 5) BD. ceveenens

¢. Jumlah Sanksi Administrasi (a+ b)) RpP. covreremennes N
6. Jumlah vang masih harus dibayar | 4 + 5¢ )

Dt Tarel = [, o ceiis iy i vrsass e P R e e A —
PERHATIAN

1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima (BP) atau Kas Daerah (Bank Kalbar Cabang
Ngabang) dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP).

2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau Kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak
SKPDKBT ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2 (dua) persen dari
Pokok Pajak.

BBtz miinss e e e s e rone
Kepala i Penetapan
( oo )

T R

~ Nomor Kohir
COCI00 ]

TANDA TERIMA
NPWPD 3 6 OO 1 0 O 0

m YANG DMYAR ] = T

Yang menerima




H. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

SKPDLB
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK T TETA P K DAE
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |00 R0 KE( LEB}E\P};A?KQ) S [ S
Jalan P da No.15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363
m::aos?:smwfeéum)an:bpm I::rigskkab).gu i@ IMASA PAJAK ....ccoocceiviiennnen, LI g
AHUN - S
NAMA BADAN USAHA A R S A e
ALAMAT s
NPWPD [][I[][][][][HKH][][]

. Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemeriksaan dan
keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
Kode Rekening S —
Nama Rekening B R S R Y S A s et
II.  Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus
dibayar adalah sebagai berikut :
1. Dasar Pengenaan RPLomsmssnivoverains
2. Pajak yang terhutang 252 RS O—
3. Kredit Pajak :
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp. v,
b. Setoran yang sudah dilaksanakan Rp. coorieinanns
¢. Lain-lain Rp.iiiiiiiinnnnnn.
d. Jumlah yang dapat di kreditkan (a + b + ¢ RP. coommiassiion

4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (3d - Rp. o,
2)

5. Sanksi Administrasi : RP: soimisensns
a. Bunga (Pasal 9 Ayat 1) RP% cisiassicensnns
b. Kenaikan (Pasal 9 Ayat 5 ) 1V s D————

c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+ b RD. oo,
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5¢ )

Dengan Rurtif : (..o et )

PERHATIAN
Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah
Mengembalikan Kelebihan Pajak ( SPMKP ) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang ( SPMU )

an ............................................. e —"
Kepala .......ocooovvvviineneeiiiinnnnn. Penetapan
[ wieseomisssomaimnsmpssusninsassssniasnpmssssmis )
NIP. oot oeeeeeeseees e
Nomor Kohir
CICI0I0 00000 ]
TANDA TERIMA
NPWPD 3L O | (T O [ O
NAMA R R TR s R R W e nmmm
ALAMAT S N R AR A S SRR S e acemr s s en
JUMLAH YANG DIBAYAR P RD: srmmisinsiiinemmmmmesnnsronsnnssaysssnesssonss




I.  FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

SKPDN
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK :
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL )| Nomor Kohir
lan Pemuda No.15, Tip.(0563)21396, Fax. (0“3)21363MASA PAJAK: § covsosnamesivasassipsons [ ][ ][ N ][ ][I
WhatsAps : 08115701396 Laman : bprd. landakkab goid TAHUN e
NAMA BADAN USAHA S s A
i T —
NPWPD T

H. Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemeriksaan dan
keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
Kode Rekening .
Nama Rekening o R R GRS b s e e s wimee

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus
dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan .7 o TR
2. Pajak yang terhutang RD. wiseneenaiives
3. Kredit Pajak :
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp. i,
b. Setoran yang sudah dilaksanakan RP: wovvinasvgmnmsanis
¢. Lain-lain RD: sucevisosinssasis
d. STP ( Pokok ) BP: soovuiiisminm
e. Jumlah yang dapat di kreditkan (a+b+c +d ) Rp. coviirinnnnn,
4. Jumlah yang masih harus dibayar ( 2 - 3e ) Rp. ( NIHIL )
QDL oo
3053 o7 1 £- R Penetapan
[ e )
NIP. coooovormmomeoeooooeoeeesesse e

Nomor Kohir
[ O O O

TANDA TERIMA
NPWPD O | | 1 O (0 1 O AR O 1
NAMA SN O
ALAMAT ST —————
JUMLAH YANG DIBAYAR DRP: e,

...........................................




J. FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (STPD)

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsAps : 08115701396 Laman : bprd.landakkab.go.id Pos-El : bprd.landakkab.go.id

" SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

PAJAK PBJT
Bulan : TAHUN :
NAMA
ALAMAT :
NPWPD N U 1 (| | A { ( {  | O
Menyetor berdasarkan : SKPD No. Kohir :
Tanggal Jatuh Tempo :
NO. KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp.)
PAJAK PBJT
Tarif J— %
Dasar Pengenaan
JUMLAH SETORAN
TEIDILAIIG (.o e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e aaens )
Ngabang,
Penyetor Diterima oleh. Ruang Teraan
BENDAHARA PENERIMAAN Kas Register
[ sascarsmsvnenvessosnassnmesnsna ) { ssrssnanmnaa s s tremmane )
BRI, ocvosensaassnmmmsgsms e esses

*** KETERANGAN ***
SSPD dianggap sah jika sudah divalidasi oleh Bendahara Penerimaan dan divalidasi

dengan Mesin Register




K. FORMAT SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd.landakkab.go.id

NPWPD GO U U | | | B O [
Kepada Yth

............................

............................

SURAT TEGURAN

NOmor: ......oocvuvven..

Menurut Pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak

melalui media Ketetapan ............................. adalah sebagai berikut :
REKENING TANGGAL
NO. NO. KOHIR | BULAN/TAHUN | JATUH TI_}II?CI:’(I;J@AN
KODE NAMA TEMPO
Jumlah Rp.

DIENGAN HUIIES [ oovconvsrimmmmmnimsumsmmms s i iin i sisisssnr manesss s aasmasnsess sossmmetain s )

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta
kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak
diterbitkannya Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar
Saudara segera melaporkan kepada kami (Kasubbid Penagihan dan Piutang).

PERHATIAN Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah,
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7
(TUJUH) HARI SEJAK DITERIMANYA SURAT
TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU, (oreernienniiiiiiiiiiiiiiiaiieennenn, )
TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN
DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT | = G(riooeesssesmssssssssssecscece
PAKSA (Pasal 5 ayat (1) UU PPSP) (Pasal 6 :
Kepmenkeu Nomor 561/KMK.04/2000)




L. FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsAps : 08115701396 Laman : bprd landakkab.go.id Pos-El : bprd.landakkab.go.id

BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari ini ............ tanggal .......... bulan .......... tahun .......... bertempat
di............., kami yang tersebut dibawah ini :
No __Nama/NIP Pangkat/Gol | Jabatan
Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : ................oe. tanggal,

................ telah melakukan Pemeriksaan di bidang perpajakan daerah
terhadap Wajib Pajak :

Nama
NPWPD

Dan memberitahukan serta melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan
dengan : :

Wajib Pajak Wakil Kuasa

Nama
Pekerjaan/Jabatan
Alamat

Berupa pos-pos sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Demikian Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ini dibuat
dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh :

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*) Tim pemeriksa Pajak :
Supervisor,
Ketua Tim,
Mengetahui ;
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah, NIP. cevreeeiaeeeeneeninsairnenns
Anggota,

itestesvasessasssassiisescesseseces:
NIP 11 1 o AR SOt S N R




M. FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15, Tip. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsAps : 08115701396 Laman: bprd.landakkab.go.id Pos-El : bprd.landakkab.go.id

Ngabang, .............. 20
................................... Kepada
................................... NEEL: sersssiossonsntibsrtosiummmmnnnnsrzs
Panggilan dalam Rangka
Pemeriksaan

Sehubungan dengan  Surat Perintah Pemeriksaan Nomor

.................................. tanggal ...................... bersama ini diberitahukan bahwa :
No Nama/NIP Pangkat/Gol Jabatan

Diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan Kantor di bidang perpajakan
terhadap perusahaan/pekerjaan Saudara di bawah ini :

Nama § SUiibbbenie e A e s R R
NPWPD ] e S R R R R E R
Alamat -
Masa & Tabhun PRIAK !  uwsnssmsisiseso dosvesnsnsfesassssisssesesin
Tujuan Pemeriksaan @ ..o e aeaaes

Untuk kelancaran jalannya pemeriksaan, diharapkan kedatangan
Saudara ke Kantor kami dengan membawa buku, catatan dan dokumen
pendukung sebgaimana terlampir, memberikan bantuan sepenuhnya, serta
memberikan keterangan yang diperlukan pada :

Hari/Tanggal R T T R LU N
Waktu ] s e s A B AN RS
Tempat et eaaaaas

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran
jalannya pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Landak Nomor ...... tentang Tata Cara
Pemeriksaan Pajak Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

..................................

.....................................




N. FORMAT SURAT PAKSA

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

\._./ Jalan Pemuda No. 15, Tip. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsAps 08115?01396 Websne bprd Iandakkab go id E-mall bprd. Iandakkab go.id

NPWPD R O (e (I O [
SURAT PAKSA

(0] 1510} G

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK

Nama Penanggung Pajak R

Alamat
NPWPD [][][][]I]I][][][]I][][]
Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :
- REKENING vo. komm | AN ranceaL JUMLAH
’ KODE NAMA ’ TAIéUN JATUH TEMPO | TUNGGAKAN
Jumlah Rp.

Dengan HUTTL 'S [1miaimiiionmerrenessnsiascsssnses sunanrunsssesns susssosns usss s sassnisnseisesases )

1. Memerintahkan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk membayar Jumlah
Tunggakan Pajak tersebut ke Bendahara Penerima (BP)
............................................... atau Bank Pembangunan Daerah ditambah dengan
biaya Penagihan dalam waktu 24 ( dua puluh empat ) Jam setelah Pemberitahuan
Surat Paksa ini.

2. Memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru
Sita yang lain yang telah ditunjuk untuk melanjutkan Pelaksanaan Surat Paksa
untuk melaksanakan Penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak, apabila dalam waktu 2 x 24 jam Surat Paksa ini tidak dipenubhi.

PERHATIAN a/n BUPATI LANDAK

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 x 24 | Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah,
JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI,
SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN
PENAGIHAN ~ PAJAK  AKAN  DILANJUTKAN [ ssssnssssensnsussmneuiassivusanss )
DENGAN PENYITAAN (Pasal 12 ayat (1) UU

Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah UNIp
diubah dengan Undang-undang Nomor 19
Tahun 2000)

.....................




O. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

% 5/  Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
L WhatsAps : 08115701396 Laman : bprd.landakkab.go.id Pos-El : bprd.landakkab.go.id
%

Kepada Yth.
Kepala Daerah ...,

di-

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN
ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN

NOINOT ¢ wocsssssiisssssusuiinisiinsaniaias

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan dengan ini diberitahukan bahwa Surat
Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran *) Saudara tertanggal : ............. dengan Nomor Kohir :

............................. Dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya,




P. FORMAT SURAT KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
ATAU PERMOHONAN ANGSURAN

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsAps : 08115701396 Laman : bprd.landakkab.go.id Pos-El : bprd.landakkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK
NOMOR ; .oanaii

TENTANG
PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAU
PERMOHONAN ANGSURAN

Membaca Surat Permohonan Nomor : ................cccoueeee.. tanggal ...........coevinanen.

Atas Nama I a———

Alamat § e e s e R

NPWPD N 1 | | (| I A [
Menimbang
Mengingat

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Menolak / Menerima

Atas Nama Vs eee s s s s e s e R WA OO

Alamat B T ELNEAT RS et m e AL S NN A AR S Kt S SO

NPWPD NI SIS R RN IR

BeTNUDUNG. .. oot et e e e et ee et ae e e
KEDUA : Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.
KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini

akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di S ssnassmmsnmane
Pada tanggal R AR R SRR

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah,

......................................




Q. FORMAT SURAT KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PEMBEBASAN PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15, Tip. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsAps : 08115701396 Laman : bprd.landakkab.go.id Pos-El : bprd.landakkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK
NOMOR : ...,
TENTANG
PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK

Membaca :  Surat Permohonan Nomor: ............c.cceuuvnnen.. (757217 | S —
Atas Nama L A AR R SR R SRS RS
Alamat S R RS Y S AN SRR NR e N e S n e e e R AR SRS
NPWPD NN S NN RN
Menimbang
Mengingat
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA : Menolak / Menerima
Atas Nama N A RAeLAEt s e s e e N R R A S D 8 A AR
Alamat U e mame e S S A R RS eSS RS s S B b s mmsnina g s e
NPWPD IR NN RN
12755 0Bl 1| o - SO O
KEDUA : Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima
KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini
akan diadakan pembetulan seperlunya
Ditetapkan di } R
Pada tanggal -

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah,

......................................




R. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
ANGSURAN

Yth. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Landak

ubKepala ..ccoocovviiiiiiiiiinninnne.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama S e eH e A R S e O SRR e e SN S e
NPWP D e e R S R S e e
Jabatan P e e s R S S SR A R S b v
Alamat T
Nomor Telepon R L R,

Bertindak selaku : D Wajib Pajak

|:] Wakil [:] Kuasa

Dari Wajib Pajak

Nama Ly ——
NPWP AR RS e S S e
NOP U mennranmanes wemeasn et b SR S SR A
Alamat e A AR S A b 9w
Menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan:
\:] STP D SK Pembetulan [:l Putusan Peninjauan Kembali
|| SKPKkB [ ] SK Keberatan || sPPT PBB/SKP PBB¥|
[ ] skPkBT [ | Putusan Banding | | SPT Tahunan PPh
Sebagai berikut:
Jumlah Pajak Y Tanggal
Jenis Masa/Tahun ORI " : = ans 88
Paiak Paiak Ketetapan/Keputusan/P Masih Harus Jatuh
J J utusan Dibayar (RP) Tempo

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan pengangsuran
pembayaran pajak sebesar Rp. ........ccooiiiiii. SelHE wcmmansiimans bulan dengan
pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp. .............cooee.

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD
Salinan sesuai dengan aslinya SAMUEL
KEPALA BAGIAN HUKUM,
o
-ﬁ

DARIANUARTI, $.H.
NIP. 196611281994922001




